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ABSTRAK :

CATATAN: -
2013;

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Aceh dipandang perlu
melakukan usaha penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Aceh
(BUMA). Disamping itu juga untuk peningkatan sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien,
kompetitif dan menghasilkan keuntungan, Dengan demikian, BUMA
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
Pendapatan Asli Aceh dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu
sumber pendanaan bagi pembangunan Aceh.Berdasarkan pada ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang penyertaan modal
Pemerintah Aceh, maka penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada
BUMA harus ditetapkan dalam Qanun Aceh.
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